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Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

Bapak Presiden RI yang terhormat,

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang memiliki konstitusi yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk kepada Kemerdekaan Berpendapat dan Akses Informasi. Selain itu pula, Kemerdekaan Berpendapat dan Akses Masyarakat terhadap Informasi Negara Republik Indonesia selain telah dijamin dalam Perubahan II UUD 1945, juga dijamin dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Rratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang memberikan kewajiban untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia.

Namun sampai saat ini pembatasan Kemerdekaan Berpendapat dan Akses Informasi di Indonesia masih kerap dilakukan. Baik oleh individu maupun melalui berbagai regulasi  di Indonesia

Peraturan tersebut yang seyogyanya untuk melindungi masyarakat dalam konteks penyelahgunaan transaksi eletronik dan informasi elektronik ternyata memiliki beberapa muatan yang dapat mengancam kekebasan berpendapat dan informasi dan lebih utama mengancam privacy dan civil liberties. 

Oleh karena itulah maka dengan membuka seluas-luasnya Kemerdekaan Berpendapat dan Akses Informasi, maka tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat” dapat tercapai

Namun akses informasi dan kemerdekaan berpendapat telah mendapatkan tantangan dengan di keluarkannya Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Beberapa muatan UU No 11 tahun 2008  di dalam bab tindak pidananya bersifat samar, mutitafsir, multiinterperatasi dan melanggar prinsip Lex Certa sehingga  dapat digunakan sewaktu-waktu mengancam hak-hak informasi dan privacy masyarakat indoesia

Disamping itu pula, proses lahir dan pembahasan UU tersebut juga dilakukan secara tergesa-gesa, tidak partisipatif dan cenderung tidak transparan. Tidak ada sosialisasi dari departemen terkait dan tidak adanya akses untuk mendapat informasi dalam pembahasannya baik oleh pemerintah maupun oleh DPR RI
Untuk itu kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia,  untuk:

1. Melakukan revisi terhadap UU No 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam BAB mengenai tindak pidana terutama Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2)
2. Melakukan Sosialisasi dan konsultasi kepada publik atas hal tersebut  untuk mendapatkan masukan yang konstruktif atas UU No 11 Tahun 2008.
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